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KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPUI,AUAN SULA

NOMOR OI TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPUI.AUAN SUI,A

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SU[,A

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentLran Pasal 18 Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tent{rng

Penyelenggaraan Sistem Pengendalinq Intern Pemerintah di
Komisi Pemilihan Umum, I(omisi Femilihan Umum Provinsi

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dafam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula tentang
Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intem
Pemerintah di Lingkungan Komisi pemilihan Umum

Kabupaten Kepulauan SuIa.

Undang-undang Nomor I Tahun 2Ol5 tentang penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

W,likota Menjadi Undang-Undang (Irmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 23, Tambahan

Irmbaran Negara Republik Indooesia Nomor 5656)

sebagairasls telah b€berapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2O2O tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang

Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2Ol4
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi

Mengingat
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Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara

Re publik Indonesia Nomor 6547);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Taht]Jj, 2022

tentang Perubahan atas Undang-Und€rng Nomor 7 Tahun

2Ol7 terrtarrg Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang

(Ifmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54,

Tambahan trmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

6863);

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (Iembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O08 Nomor 127, Tambahan lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Keia Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Repubtk lndonesia Tahun

2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peratumn Komisi Pemilihan Umum Nomor

12 Tahun 2023 ter]t ry Perubahan Kelima atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2O19 tentang Tata

Ke{a Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2O23 Nomor 377);

Peratura,n Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2O2O

tenta[g Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Ke{a

Seketariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekreta.riat

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Selrretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2O2O Nomor 1236) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14

Tahun 2O2O tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
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Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2O23

tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 172);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025

tentang Pedoman Telanis Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/ Kota.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIIIAN UMUM KABUPATEN

KEPUT,AUAN SUIj, NOMOR 01 TAHUN 2026 TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN

INTERN PEMERIITTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN KEPUI,AUAN SULA.

Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian

Intem Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kepulauan Sula yang terdiri dari:

l. Ketua Pengarah;

2. Wakil Ketua Pengarah;

3. Anggota Pengarah;

4. Penanggungiawab;

5. Ketua;

6. Anggota; dan

7. Anggota merangkap Operator Sistem Pengendalian Intem

Pemerintah.

Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Sistem Pengendalian lntern

Pemerint€h di Linglnmgan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Kepulauan Sula sebagairneqz rlimal6sd dalam Diktum KESATU

tercantum dalam Iampiran yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.
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KETIGA wewenang dan tanggungiawab Satuan Tugas Sistem

Pengendalian Intem Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Kepulauan Srra sebagaimana dimaksud dalam

Dilfirm KESATU sebagai berikut:

1. Melaksanakan koordinasi intern tahapan penyelenggaraan

Sistem Fengeodalian Intern Pemerintah yang meliputi

persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan;

2. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan telf,ris penerapan

petunjuk teknis dan standar operasional prosedur

penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

dan

3. Melaksanakan koordinasi dengan Perwalolnn Badan

Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dimaksud

dalsm dikum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:

l. Ketua Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:

a. Mengarahkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan,

kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun; dan

b. melakukan monitoring terhadap p€nyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah.

2. wakil Ketua Pengarah, dengan nrgas sebagai berikut:

a. Membantu dalam mengarahkan penyelenggaraan Sistem

Pengendalian tntern Pemerintal agar sesuai dengan

tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah

disusun;

b. Mengkoordinir pelaksanaan monitoring terhadap

penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

dan

c. Melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian

lntem Pemerintah kepada Ketua Pengarah.

3. Anggota Pengarah, dengan hrgas sebagai berikut:

a. Membantu dalam mengarahkan penyusunan kebijakan

dan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intem

Pemerintah agar sesuai dengan tqiuan, kebijakan, dan

rencana tindak yang telah disusun;

b. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem

Pengendalian krtern Pemerintah; dan

KEEMPAT
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c. melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah kepada Wakil Ketua Pengarah.

Penanggung Jawab, dengan tugas sebagai berikut:

a. Bertanggungiawab dalam efektivitas penyelenggaraan

Sistem Pengendalian Intem Pemerintah;

b. Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas
penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

c. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah; dan

d. melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah kepada Ketua Pengarah.

Ketua, dengan tugas seb^gai berikut:

a. memmuskan dan menyusun rencana tindak serta jadwal

kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerfurtah sesuai dengan arah dan kebijalan yang telah

ditetapkan;

b. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan

tim Sahran Tugas;

c. melakul(an koordinasi, integrasi, dan monitorilg
penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intem Pemerintah

pada Sub Bagian;

d. melakukan koordinasi dan sinergi dengan Satuan T\-rgas

Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Itntern

Pemerintah pada Perwakilan Badan Pengawas Keuangan

dan Pembangunan dan Inspektorat Utama Sekretariat

Jenderal Komisi Pemilihan Umum; dan

e. menyampaikan laporan penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah kepada Penanggung

Jawab.

Anggota, dengan tugas sebagai berikut:

a. Membantu mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan

yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi di

masing-masing Sub Bagian;

b. Membantu dalam melaksanakan dan menerapkan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah dalam setiap kegiatan di

masing-masing Sub Bagian;

c. Membantu dal611 memantau progres pelaksanaan

kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di
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masing-masirg Sub Bagian;

d. Membantu menyelenggarakan kegiatan Pengendalian

sesuai dengan ukuran, kompleksitas, serta sifat dari tugas

dan fungsi masing-masing Sub Baeian;

e. Mendokumentasikan pelaksanaan penyelenggaraan Sistem

Pengendalian tntem Pemerintah;

t Mengisi kartu kendali sesuai dengan hasil identilikasi

kartu kendali; dan

g. Membantu menrusun laporan kegiat€n penyelenggaraan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Ketua

Pengarah.

7. Anggota merangkap Operator SPIP, selain menjalankan tugas

sebagai anggota juga mempunyai rugas sebagai berikut:

a. Mengkompilasi kartu kendali sesuai dengan hasil

identifikasi kartu kendali; dan

b. Mengunggah karru kendali dan dokumen pendukung

pada aplikasi e-SPIP.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

di Tetapkan di Sanana Utara

Pada Tanggal 08 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SUI.A

ftd.
RISMAN BUAMONA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPUI,AUAN SUI,,A

b Bagian Telnis Penyelenggara Pemilu dan Hukum
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I,,AMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPUI,,AUAN SULA NOMOR OI

TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN

INTERN PEMERIT..TTAH DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

KEPUI,AUAN SULA

SUSUNAN SATUAN TUGAS SIS'IEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPUI,AUAN SUI.A

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SULA

Ttd.

RISMAN BUAMONA

NO NAMA JABATAN
KEDUDUKAN DAI.AM

SATGAS

I RISMAN BUAMONA
Ketua KPU Kabupaten

Kepulaual Sula
Ketua Pengarah

2 SAMSUL BAHRI TEAPON

Anggota KPU Kabupaten

Kepulauan Sula yang

menangani tugas dan

fungsi hukum dan

pengawasan

Wakil Ketua

Pengarah

3 HAMIDA UMALEKHOA
Anggota KPU Kabupaten

Kepulauan Sula
Anggota Pengarah

4 ABDULLAH BASRI

Sekretaris KPU

Kabupaten Kepulauan

Sula

Penanggung Jawab

5

MUKHLIS TAKIM

P1t. Kepala Sub Bagian

Tekris Penyelenggara

Pemilu dan Hukum

Ketua

6 IRWAN PELAKSANA Anggota

7 M. SALEH SANGADJI PELAKSANA
Anggota merangkap

Operator SPIP
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Salinan sesuai dengan astnya

SEKRETARI,AT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KEPUIJ.UAN SULA

Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum




